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Abrtract 

This study purpose is analysis of creative economy businesses actor of tourism 
sector in order to fulfill their tax compliance. This study uses a descriptive 

research approach. Populations are 46 creative economy businesses actor of 
tourism sector in Malang city. Because the population is relatively small, all 
population becomes samples. The collected data is analyzed through three stages: 

data reduction, data display and conclusions. Research results show that: (1) 
creative economy businesses actors of tourism sector in Malang city have most 

problems to sell goods on credit. In addition, most of employees can not make 
taxation administration. (2) most of creative economy businesses actor of tourism 
sector in Malang city aware to tax compliance. However, they can not fulfill tax 

obligations (low awareness level in taxation fulfillment). 

Keywords: creative economy, tax compliance, tourism  

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalahmenganalisis pelaku usaha ekonomi kreatif  di sektor 
pariwisata untuk memenuhi kepatuhan pajaknya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian deskriptif. Populasi adalah 46 pelaku usaha ekonomi kreatif 
sektor pariwisata di kota Malang. Karena populasinya relatif kecil, seluruh 

populasi menjadi sampel. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap: 
reduksi data, tampilan data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata di kota Malang memiliki 

banyak masalah dalam menjual barang secara kredit. Selain itu, sebagian besar 
pegawai tidak bisa melakukan administrasi perpajakan. (2) sebagian besar pelaku 

usaha ekonomi kreatif pelaku sektor pariwisata di kota Malang sadar akan 
kepatuhan pajak. Namun, mereka tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan 
(tingkat kesadaran rendah dalam pemenuhan perpajakan). 

Kata kunci: ekonomi kreatif, kesadaran pajak, pariwisata 

PENDAHULUAN 

Kota Malang memiliki potensi sebagai sebagai destinasi wisata yang diharapkan 
berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini  sejalan dengan 
slogan kota Malang pada saat ini, yaitu Kota Malang menuju pada kota inovatif, kreatif 

dan bermartabat.  Penetapan destinasi wisata, penyelenggaraan even dan pertunjukkan 
seni telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia maupun di negara kawasan 



Analisa Bisnis Ekonomi Kreatif  179 
 

El-Muhasaba, Vol. 8, No. 2, Juli  2017 

ASEAN lainnya.  Memasuki era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 

persaingan di berbagai bidang tidak bisa dihindari lagi. Baik di bidang ekonomi, 
budaya, dan sebagainya. Oleh sebab itu seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kota 

Malang harus siap menghadapi era pasar bebas jika tidak ingin tersingkir dari 
persaingan. Berdasar Indeks daya saing negara ASEAN, Indonesia menduduki 
peringkat ke 4 setelah Singapore, Malaysia dan Thailand (Jawa Pos, 8 April 2015). 

Sebagaimana diketahui tiga negara tersebut adalah negara yang sangat aktif 
mempromosikan wisata dan menjadi jujukan wisatawan dari negara lain, termasuk 

wisatawan Indonesia.  

Peningkatan jumlah pengusaha dari golongan ekonomi kreatif, ternyata tidak 
banyak merubah jumlah setoran pajak pada Negara. Hal ini bukan disebabkan ketidak 

mauan mereka memberikan kontribusi pada Negara melalui pembayaran pajak, akan 
tetapi disebabkan adanya problematic dalam menjalankan bisnis kreatifnya, disamping 

kurangnya pemahaman pelaku ekonomi kreatif terhadap kewajiban perpajakan yang 
harus dilakukan (Susyanti, Askandar dan Mardani, 2014).  

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak, maka dalam mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan 
terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mustikasari, 2007:3). UMKM 
belum sepenuhnya paham dalam menghitung keuntungan dan omset usaha (Suryana, 
2013), padahal keuntungan dan omset usaha adalah dasar pembayaran pajak. Selain  itu 

masih banyak pelaku UMKM masih belum mengerti kewajiban dan tatacara 
pembayaran pajak. UU No.28 Tahun 2007 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Sektor ekonomi kreatif memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian 
usaha kecil dan menengah, karena sebagian besar ekonomi kreatif  digerakkan oleh 

91,3% kaum muda dan pelaku UMKM (Susyanti, 2014). 
Terdapat40pelakuekonomikreatifsektorpariwisata(87,0%)yangmenjawabkurangmemah
amiketentuanumumperpajakanyangberlakusehinggasulituntukmelakukanselfassessment

systemyangbenar,42pelakuekonomikreatifsektorpariwisata(91,3%)yangmenjawab 
Voluntarycompliance(kepatuhansukarela)wajibpajakmasihbelumterbentuksehinggakura

ngmematuhisistemperpajakanyangberlaku (Susyanti, 2016). 

Sektor ini sangat berpotensi menjadi kekuatan dahsyat untuk mendorong 
Indonesia menjadi negara maju dan mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 

merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara 
intensif dikaji tentang analisa problematika bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata 

untuk meningkatkan  kepatuhan wajib pajak. 

Adapun tujuan dari penelitian adalah memahami dan menganalisa 
problematikabisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata; memahami dan menganalisa 

kepatuhan pelaku bisnis ekonomi kreatif sector pariwisata; memahami dan memetakan 
problematika bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata untuk meningkatkan  kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan ruang lingkup penelitian diarahkan pada pelaku bisnis ekonomi 
kreatif sektor pariwisata, yaitu khususnya pelaku ekonomi kreatif peralatan outdoor dan 
dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis 
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ekonomi kreatif sektor pariwisata, dari kepatuhan wajib pajak tentunya diharapkan 

potensi kenaikan pendapatan dari sector pajak yang pada ujungnya mendukung sektor 
wisata kota Malang.  

Ekonomi Kreatif sebagai konsep ekonomi yang mengutamakan informasi dan 
kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya 
Manusia (SDM) dalam kegiatan ekonominya.Howkins (2001) menyebutkan ekonomi 

baru telah muncul seputar industri kreatif,yang dikendalikan oleh hukum kekayaan 
intelektual seperti paten, hak cipta, merek, royalti dan desain.Untuk menggerakkan 

industry kreatif diperlukan beberapa faktor pendukung, diantaranya arahan edukatif, 
memberikan penghargaan terhadap insan kreatif, serta menciptakan iklim usaha yang 
kondusif (Anggraeni, 2008). 

Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang 
yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.Dalam kerangka bisnis, 

keterampilan yang dibutuhkan adalah segala hal yang menunjang keberhasilan bisnis. 
Antara lain, keterampilan dalam mengelola keuangan (manajemen keuangan), 
keterampilan atau keahlian memasarkan (manajemen pemasaran), serta penguasaan 

keterampilan operasi/ produksi dari lapangan bisnis yang digelutinya. 

Pelaku bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata, berdasarkan kekayaannya, 

masuk pada sektor UMKM. Pengusaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang 
mempunyai jumlah harta (total asset) setinggi-tingginya 600 juta tidak termasuk nilai 
tanah dan bangunan atau penjualan (Bachteramsyah,1995:42-44). Hal ini juga bisa 

diindikasikan Suryana (2010:18), mendefinisikan ciri-ciri suatu usaha tergolong kecil, 
yaitu: a) usaha dimiliki secara bebas terkadang tidak berbadan hukum. b) operasinya 

tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok, c) usaha dimiliki dan dikelola oleh 
satu orang, d) usaha tidak memiliki karyawan, d) modalnya dikumpulkan dari tabungan 
pemilik pribadi, e) wilayah pasarnya lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. 

 Sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) 
beserta penjelasannya, orang pribadi wajib ber-NPWP apabila telah memenuhi syarat 

subyektif dan obyektif (Susyanti dan Dahlan, 2015). Menurut penelitian Widayati dan 
Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam 
membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi 

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan pajak.  

Kepatuhandalamhalperpajakanberartikeadaanwajibpajakyangmelaksanakanha
k, dan khususnyakewajibannya,secaradisiplinsesuaiperaturanperundang-
undangansertatata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan adalah ketaatan atau 

berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan 
pajakdiartikansecarabebasadalahketaatandalammenjalankansemuaperaturan perpajakan. 

Menurut Nurmantu (2003:148) dalam Rambe (2009:1) kepatuhan pajak dapat 
didefinisikansebagaisuatukeadaanwajibpajakmemenuhisemuakewajibanperpajakandan 
melaksanakan hakperpajakannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan  Penelitian  

http://arifh.blogdetik.com/ekonomi-kreatif/
http://arifh.blogdetik.com/industri-kreatif/
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Sesuai dengan tujuan penelitian,  penelitian ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif,  dimaksudkan untuk eksplorasi dan kllarifikasi mengenai suatu fenomena 
atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan 
jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik 
generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang menyebabkan sesuatu gejala atau 

kenyataan sosial. Oleh karena itu, jenis penelitian deskriptif tidak menggunakan dan 
tidak melakukan pengujian hipotesis; berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan 

mengembangkan teori (Faisal, 2010). Jadi,  fenomena yang akan dideskripsikan secara 
sistematis, faktual, dan akurat dalam penelitian ini adalah problematika bisnis ekonomi 
kreatif sektor pariwisata untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Susyanti, 2016).  

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh bisnis ekonomi kreatif sektor 

pariwisata yang memproduksi dan menjual peralatan outdoor dan industri kreatif 
dibidang yang sama, sebanyak 46 pengusaha. Mengacu pada Arikunto (2006),  dalam 
penelitian ini tidak diambil sampel, melainkan seluruh populasi tersebut diteliti semua.  

Jenis Data dan Sumbernya 

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan 

data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara), yaitu responden berupa: 
problematik usaha, dan kesadaran kewajiban perpajakan dalam upaya meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Data ini dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
Data primer dapat berupa opini responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung, melainkan sudah tersedia dan dicatat oleh pihak lain 
berupa bukti-bukti, catatan-catatan atau laporan-laporan historis yang telah tersusun 
dalam arsip.  Data ini diperoleh dari Kantor Disperindag Kota Malang berupa nama dan 

alamat pelaku bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata, jenis bisnisnya, dan jumlah 
karyawan. Selain itu, juga diperoleh dari kantor dimana Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor 

Pariwisata berada, berupa profil bisnisnya dan jenis-jenis kegiatannya 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pemberian kuisioner,   

wawancara dengan responden yang ada di lokasi penelitian dan melakukan pengamatan 
langsung terhadap obyek yang diteliti untuk menyakinkan atas data yang diperoleh 

dengan cara penyebaran kuesioner dan wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan 
data sekunder dilakukan dengan cara pencatatan atau memfoto copy atas dokumen-
dokumen yang terkait dengan profil bisnisnya dan jenis-jenis kegiatannya 

Dalam kuesioner tersebut berisi tentang: identifikasi usaha, mencakup 15 butir 
pernyataan, (1) problematik usaha, mencakup 14 butir pernyataan, dan (2) kesadaran 

kewajiban perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mencakup 23 
butir pernyataan. Dalam setiap butir pernyataan, responden disediakan 5 alternatif 
jawaban, yaitu untuk jawaban selalu (SL) diberi skor 5, untuk jawaban sering (SR) 

diberi skor 4, untuk jawaban kadang-kadang (KK) diberi skor 3, untuk jawaban hampir 
tidak pernah  (HTP) diberi skor 2, dan untuk jawaban tidak pernah (TP) diberi skor 1.  

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat ditentukan (diukur) distribusi 
frekunesi jawaban responden, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan bisnis 
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ekonomi kreatif telah dilakukan dengan baik (ditunjukkan dengan skor tinggi) atau 

pengelolaan bisnis ekonomi kreatif telah dilakukan dengan tidak baik (ditunjukkan 
dengan skor rendah).Untuk menentukan baik tidaknya pengelolaan bisnis ekonomi 

kreatif yang dilakukan oleh manajemen, menurut Tarigan (2012) ditentukan dengan 
formula  sebagai berikut:  

                 (skor tertinggi – skor terendah)           (5 – 1) 

Range  =                                                                     =                      = 0,8 

                    banyaknya kategori jawaban                5 

Tabel 3.1 

Penentuan Tingkat Persepsi Responden 

Rentang rata-rata skor 

jawaban responden 

Tingkat 

persepsi responden 

1,00 – 1,80 Sangat buruk 

1,81 – 2,60 Buruk 

2,61 –  3,40 Cukup baik 

3,41 – 4,20 Baik 

4,21 – 5,00 Sangat baik 

Sumber: Tarigan (2012) 

Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (1992) langkah-langkah analisis data dengan 
pendekatan kualitatif dijelaskan  sebagai berikut. 

Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus 
sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir. Jadi, dengan reduksi data, data 
kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui 

seleksi, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang 
lebih luas, mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat. 

Penyajian Data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga dapat 
member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dapat dilakukan dengan grafik, tabulasi, matriks, jaringan, dan bagan. 
Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 
bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, seorang penganalisis dapat 

melihat apa yang sedang terjadi dan dapat menentukan apakah menarik kesimpulan 
yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang 

dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

Menarik Kesimpulan 
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Dari pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti atas pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab-akibat. Penarikan 
kesimpulan, hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-

makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya. Jika tidak 
demikian, maka cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi, tetapi tidak jelas 
kebenarannya dan kegunaannya 

Berpijak pada tiga hal di atas dapat diringkas dalam Gambar 1 berikut. 

Gambar 1 

  Model Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman (1992:20) 

 Pada Gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa peneliti harus bergerak di antara 

empat “sumbu” kumparan, selama pengumpulan data, selanjutnya bolak-balik di antara 
kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitiannya. 
Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus ke arah gagasan-gagasan baru guna 

dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data). Pencatatan data mensyaratkan 
reduksi data selanjutnya. Begitu matrisk terisi, kesimpulan awal dapat ditarik. Jadi 

analisis data kaulitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. 
Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran 
keberhasilan secara berurutan sebagai serangkaian kegiatan analisis yang saling susul 

menyusul. 

HASIL PENELITIAN  

Problematika Bisnis Ekonomi Kreatif 

 Berpijak pada jawaban kuisioner responden atas 14 item pernyataan dapat 
diringkas pada Tabel 4.1 berikut. 

 

 

 

 

Tabel .1 

Rata-rata Skor Jawaban Responden 

Atas Problematika Usaha 

Pengumpu

lan data 

Reduksi 
 data 

Penyajian 

data 

Penarikan 

kesimpula

n 
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Item Pernyataan 
Rata-rata skor 

jawaban 

responden 

Kesimpulan 

1 Saya menjual barang secara tunai 4.5652 sangat baik 

2 Saya menjual barang secara kredit 1.9565 buruk 

3 
Saya mencatat penjualan secara  
sederhana manual) 

3.8913 

 

baik 

4 
Saya mencatat penjualan secara 
computerized 

2.6522 
cukup baik 

5 
Saya mencatat biaya secara sederhana 
(manual) 

3.8478 
baik 

6 
Saya mencatat biaya secara 

computerized 
2.7826 

cukup baik 

7 
Saya menggunakan pembukuan untuk 
mengetahui keuntungan usaha 

4.3696 

 

sangat baik 

8 
Saya mengetahui kewajiban 

perpajakan 
3.7609 

Baik 

9 
Saya mengerti cara mengisi SPT (Surat 
Pemberitahuan) 

3.0435 
cukup baik 

10 
Saya melakukan pembukuan secara 
mandiri 

4.3261 
sangat baik 

11 
Saya memiliki karyawan untuk 
membantu pembukuan 

3.1304 
Cukup 

 

12 
Saya memiliki karyawan untuk 
membantu administrasi perpajakan 

2.6087 

 

Buruk 

13 
Saya menginginkan ketertiban 
administrasi usaha 

4.4348 

 

sangat baik 

14 
Saya membutuhkan pendampingan 

usaha 
3.9130 

Baik 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa terhadap item 2, yaitu 
“saya menjual barang secara kredit”, skor rata-ratanya menunjukkan 1.9565 dengan 

predikat buruk. Rinciannya adalah sebanyak 10,9% menyatakan selalu, 8,7% 
menyatakan sering, 6,5% menyatakan kadang-kadang, 13,0% menyatakan hampir tidak 

pernah, dan 60,9% menyatakan tidak pernah menjual barang secara kredit. Jadi, pelaku 
bisnisekonomi kreatif sektor pariwisata di kota Malang selama ini sebagian besar 
mengalami problematika dalam menjual barangnya secara kredit. Bisnis ekonomi 

kreatif ini lebih mengandalkan penjualan secara tunai dengan skor rata-ratanya 
menunjukkan 4.5652.  
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Sementara itu, berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa terhadap 

item 12, yaitu “saya memiliki karyawan untuk membantu administrasi perpajakan”, skor 
rata-ratanya menunjukkan  2.6087 dengan predikat buruk. Rinciannya adalah sebanyak 

8,8% menyatakan selalu, 9,2% menyatakan sering, 14,3% menyatakan kadang-kadang, 
22,2% menyatakan hampir tidak pernah, dan 45,3% menyatakan tidak pernah. Jadi, 
pelaku bisnisekonomi kreatif sektor pariwisata di kota Malang selama ini sebagian besar 

mengalami problematika bahwa karyawannya belum bisa menjalankan adminsitrasi 
perpajakannya. 

Kepatuhan Wajib Pajak  

 Berpijak pada jawaban kuisioner responden atas 23 item pernyataan dapat 
diringkas pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 

Rata-rata Skor Jawaban Responden 

Kepatuhan Wajib Pajak  

 

Ite
m 

Pernyataan 
Rata-rata skor 

jawaban 

responden 

Kesimpulan 

1 
Saya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 
2.4130 Buruk 

2 

Saya melaporkan usaha saya untuk 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak.  

2.4565 

 
buruk 

3 
Sebagai wajib pajak saya mengetahui 
kewajiban perpajakan  

2.9348 

 
cukup baik  

4 

Sebagai wajib pajak saya mengikuti 

sosialisasi yang diadakan Kantor 
Pelayanan Pajak 

1.8478 

 
buruk 

5 
Sebagai wajib pajak saya berkonsultasi 
dengan Account Representative, jika 

mengalami kesulitan dibidang perpajakan  

2.0000 

 
buruk 

6 
Sebagai wajib pajak saya mentaati 
pemeriksaan pajak 

2.0652 

 
buruk 

7 
Saya aktif menghitung pajak berdasarkan 

self assesment system 

1.8696 

 
buruk 

8 
Sebagai wajib pajak saya melakukan 
pembukuan sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan  

2.2174 

 
buruk 

9 

Sebagai wajib pajak saya melakukan 

pencatatan sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan  

2.1739 

 
buruk 
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10 
Sebagai wajib pajak saya menghitung 
pajak sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

2.0652 

 
buruk 

11 
Sebagai wajib pajak saya 
memperhitungkan pajak sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

 

1.9783 

 

 

buruk 

12 
Sebagai wajib pajak saya melakukan 
pembayaran pajak yang terutang 

2.0000 

 
buruk 

13 
Sebagai wajib pajak saya membayar 

angsuran pajak setiap bulan  

1.9783 

 
buruk 

14 
Sebagai wajib pajak saya membayar pajak 
tepat waktu  

1.9783 

 
buruk 

15 
Sebagai wajib pajak saya melunasi pajak 

terutang untuk setiap jenis pajak 

2.0000 

 
buruk 

16 
Sebagai wajib pajak tidak mempunyai 
tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak 

1.9348 

 
buruk 

17 

Sebagai wajib pajak saya mengisi SPT 

dengan lengkap sesuai dengan besarnya 
pajak terutang yang sebenanya 

1.9348 

 
buruk 

18 
Sebagai wajib pajak saya mengisi SPT 
dengan benar sesuai dengan besarnya 

pajak terutang yang sebenarnya 

1.9565 

 
buruk 

19 
Sebagai wajib pajak saya membayar pajak 
yang dipotong pihak ketiga.  

1.6522 

 
buruk 

20 
Sebagai wajib pajak saya membayar pajak 

yang  dipungut pihak ketiga.  

1.7174 

 
buruk 

21 Sebagai wajib pajak saya memotong pajak 
pengasilan pihak yang terkait demham 

usaha saya sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan.  

1.8696 

 

buruk 

22 Sebagai wajib pajak saya memungut pajak 
sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

1.8913 buruk 

 

23 
Sebagai wajib pajak saya melakukan 
administrasi perpajakan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.  

2.0217 

 
buruk 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa hanya  item 3, yaitu “sebagai 
wajib pajak saya mengetahui kewajiban perpajakan”, skor rata-ratanya menunjukkan 
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2.9348  dengan predikatnya cukup baik. Rinciannya adalah   sebanyak 18,8% 

menyatakan selalu, 19,7% menyatakan sering, 12,2% menyatakan kadang-kadang, 
23,9% menyatakan hampir tidak pernah dan 25,4% menyatakan tidak pernah 

mengetahui  kewajibannya perpajakannya.  Jadi bisnisekonomi kreatif sektor pariwisata 
di kota Malang selama ini sebagian besar cukup mengetahui kewajiban perpajakannya, 
namun belum memiliki kesadaran kewajiban perpajakan (belum memiliki kepatuhan 

sebagai wajib pajak) . Hal ini ditunjukan oleh item-item lainnya,  memiliki skor rata-
rata di antara 1,81 – 2,60 dengan predikat buruk 

PEMBAHASAN 

Problematika Bisnis Ekonomi Kreatif 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku bisnisekonomi kreatif sektor 

pariwisata di kota Malang selama ini sebagian besar (60,9%) mengalami problematika 
dalam menjual barangnya secara kredit, sehingga omset penjualannya tidak optimal 

potensi perpajakannya juga tidak optimal. Pelaku binis ekonomi kreatif menjual barang 
secara kredit, biasanya disebutkan karena: (1) keuntungan yang didapat lebih besar, (2) 
memenuhi target penjualan, (3) menghadapi tingkat persaingan, dan (4) daya beli 

masyarakat yang rendah. 

Penjualan barang secara kredit memiliki beberapa risiko, di antaranya: (1) 

risiko tidak terbayarnya seluruh piutang, (2) risiko tidak terbayarnya sebagian piutang, 
(3) risiko keterlambatan dalam melunasi piutang, dan (4) risiko tertanamnya modal 
dalam piutang. Menurut Halim (2007), untuk langkah-langkah preventif yang harus 

dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut adalah manajer kredit hendaknya 
memperhatikan lima “C” dari kredit sebelum memutuskan pemberian kredit kepada 

pelanggan yaitu:  

a. Character, dalam hal ini manajer kredit harus memperhatikan character dari si 
pemohon. Apabila pelanggan lama dapat dilihat pada track record yang ada di kartu 

piutang. Bila pelanggan baru dapat ditanyakan pada mitra usahanya dan referensi 
pihak lain yang menjamin 

b. Capacity, dalam hal ini manajer kredit perlu memperhatikan kemampuan pelanggan 
dalam mengelola bisnisnya. Indikatornya bisa dilihat pada debt service 
coverage,rasio likuiditas,time interest earned serta return on assets. 

c. Capital, dalam hal ini manajer kredit perlu memperhatikan modal yang yang 
dimiliki pelanggan. Hal ini bisa dilihat pada pos equity dalam laporan keuangan 

pelanggan.  

d. Collateral, dalam hal ini manajer kredit perlu memperhatikan jaminan yang 
diberikan oleh pelanggan untuk menutup kerugian apabila pelanggan tidak bisa 

melanjutkan angsurannya.  

e. Conditions of economics, dalam hal ini manajer kredit perlu memperhatikan apakah 

perusahaan pelanggan tersebut rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik 
makro maupun lini bisnis pelanggan.  

Ditinjau dari manajemen preventif, ada 3 bidang pengendalian yang umum 

dilakukan, dimana pada titik tersebut dapat diambil tindakan untuk mewujudkan 
pengendalian piutang. Ketiga bidang tersebut adalah: 
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a. Pemberian kredit; dalam hal ini kebijakan kredit dan syarat penjualan kredit harus 

tidak boleh menghambat kepada pelanggan yang baik/sehat keadaan keuangannya, 
dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang yang 

menunggak/tak dapat ditagih. 

b. Penagihan yang aktif; dalam hal ini harus dilakukan usaha yang aktif untuk 
memperoleh pembayaran atas piutang yang ada sesuai dengan syarat penjualan 

suatu waktu yang wajar. 

c. Penyelenggaraan administrasi piutang yang baik; meskipun prosedur-prosedur 

pemberian kredit dan penagihan telah dilakukan dengan baik, namun jika 
administrasi atas piutang tersebut kurang baik, maka tidak akan dapat menjamin 
bahwa pengendalian piutangnya telah efektif. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku bisnisekonomi kreatif 
sektor pariwisata di kota Malang selama ini sebagian besar mengalami problematika 

bahwa karyawannya belum memahami administrasi perpajakan, sehingga kewajiban 
menjalankan self assessment (wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, 
memperhitungkan sendiri, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) 

belum dapat dilakukan dan pada akhirnya potensi perpajakannya juga tidak optimal.  

Agar ekonomi kreatif sektor pariwisata tumbuh dengan pesat, memberikan 

keuntungan bagi pelaku usaha dan berpotensi meningkatkan pendapatan penerimaan 
pajak Negara, perlu adanya pembinaan terhadap keberadaan sektor ekonomi kreatif 
dibidang perpajakan, baik dalam bentuk sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak, 

konseling melalui Account Representative. Mengikuti Workshop, seminar yang 
dilakukan oleh Lembaga yang memiliki kompetensi dibidang perpajakan. Sedang dari 

Perguruan tinggi bisa melalui pengabdian masyarakat.   Pengembangan  model 
pendampingan   bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata secara integratif perlu 
dilakukan untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

2. Kepatuhan Wajib Pajak 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku bisnisekonomi kreatif 

sektor pariwisata di kota Malang selama ini sebagian besar mengalami problematika 
bahwa pelaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat rendah (meskipun 
sebagai wajib pajak mereka mengetahui kewajiban perpajakan). Hal ini ditunjukkan 

oleh  item-item lainnya (selain item, yaitu “sebagai wajib pajak saya mengetahui 
kewajiban perpajakan”),  memiliki skor rata-rata di antara 1,81 – 2,60 dengan predikat 

buruk. 

Padahal sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) 
beserta penjelasannya, orang pribadi wajib ber-NPWP apabila telah memenuhi syarat 

subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan syarat subyektif disini adalah 
persyaratan subyektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 

tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan.   

Berdasarkan pemahaman tersebut pelaku bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata yang 

melakukan usaha di kota Malang yang dijalankan oleh perorangan ataupun badan,  
apabila telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif wajib ber-NPWP, sehingga harus 

memenuhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia. Selain tugasnya 
menjalankan self assessment (wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, 
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memperhitungkan sendiri, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya), wajib 

pajak juga berkewajiban memotong dan memungut pajak (Susyanti dan Dahlan, 2015). 

Bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata masih banyak yang kebingungan cara 

melapor, menyetor dan membuat administrasi perpajakan. Oleh karena itu pemahaman 
secara lengkap dan mendetail mengenai persoalan perpajakan khususnya PP-46/2013 
yang mengatur soal pajak untuk UMKM sangat diperlukan.Dengan diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2013 pelaku bisnis ekonomi kreatif sektor 
pariwisataperlu untuk memperhatikan berapa jumlah peredaran brutonya perbulan dari 

usahanya untuk menghitung pajak perbulan.Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) PP 
No 46 tahun 2013.Payung hukum bagi pengusaha UMKM adalah Peraturan 

Pemerintah (PP) No 46/2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.Pajak 
Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar 

pengenaan pajak berupa jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat 
kegiatan usaha Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos 
atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Susyanti dan Dahlan, 2015). 

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan 
pajakdiartikansecarabebasadalahketaatandalammenjalankansemuaperaturan perpajakan. 

Ada duamacamkepatuhanpajak, yaitu: Kepatuhan  Formal,  keadaan  dimana  wajib  
pajak   memenuhi  kewajiban 
perpajakannyasecaraformalsesuaidenganketentuandalamUndang-UndangPerpajakan. 

Dan KepatuhanMaterial,keadaandimanawajibpajaksecarasubstantifatauhakikat 
memenuhisemuaketentuanmaterialperpajakan,yaknisesuaiisidanjiwaUndang-Undang 

Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan 
ketentuan dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan 
material(tepatbayar) 

SIMPULAN  

Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Bisnisekonomi kreatif sektor pariwisata di 

kota Malang sebagian besar mengalami problematika dalam menjual barangnya secara 
kredit. Selain itu, sebagian besar juga mengalami problematika bahwa karyawannya 
belum bisa membantu dalam adminsitrasi perpajakannya, (2) Bisnisekonomi kreatif 

sektor pariwisata di kota Malang sebagian besar cukup mengetahui kewajiban 
perpajakannya, namun belum melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya 

(tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya rendah). Saran atas 
problematika dalam menjual barangnya secara kredit, pihak pelaku bisnis sebelum 
memberikan penjualan secara kredit hendaknya memperhatikan: (a)Character, (b) 

Capacity, (c) Capital, (d) Collateral,dan (e) Conditions of economics. Di samping itu, 
perlu juga diperhatikan tindakan preventif lainnya, yaitu pengendalian ataspenjualan 

kredit (piutang). Dengan rekomendasi atas problematika bahwa pelaku bisnisekonomi 
kreatif sektor pariwisata di kota Malang sebagian besar belum melaksanakan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya (tingkat kesadaran dalam pemenuhan 

perpajakannya rendah). Oleh karena itu, di masa mendatang pihak-pihak terkait dengan 
perpajakan hendaknya melakukan  sosialisasi atau work shop sehubungan dengan 

perpajakan atas pelaku bisnisekonomi kreatif sektor pariwisata, Bisnis ekonomi kreatif 
sektor pariwisata masih banyak yang kebingungan cara melapor, menyetor dan 
membuat administrasi perpajakan. Oleh karena itu pemahaman secara lengkap dan 
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mendetail mengenai persoalan perpajakan khususnya PP-46/2013 yang mengatur soal 

pajak untuk UMKM sangat diperlukan. 
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